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KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KAE}UPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 4TAHUN2025

TENTANG
PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-besarnya

kemakrnuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah

Tahun Anggaran 2025 termuat dalarn Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun

Anggaran 2O25 yang disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,

makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah

Tahun Anggaran 2025.

I Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang

pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

propinsi Jawa Tengah sebaga.imana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
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Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr

(kmbaran Negara Republik Indbnesia Nomor 52, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27571 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara

Repubtk Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah

beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nonor 12

Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor

59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a84al;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tarr.bahan lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12, L3, 14 dan 15 dari HaJ Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Propirrsi Jawa TimuriTengahlBnrat dan

Daerah Istimewa Yograkarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7976 tentang
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Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan lrmbaran Nbgara Republik Indbnesia Nomor

3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana lelah, diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 21,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

66231;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19, Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2119, Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O23 tentang

Pengelolaan Ttansfer ke Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6883);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

26 tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

undang-undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbar

Negara Republik Indonesia tahun 2O1 Nomorl86);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Pen5rusunan Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 209ll ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O94), sebagaimana

telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang pembentukan

Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana teiah ciiubah ciengan

Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80

Ta-hun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 157) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nornor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 655);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 terrtar:g petunjuk

Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I0O0);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Rep:rblik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);



22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan

kepada Pernerintah Desa Berita Daerah Provinsi. Jawa

Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007

tentang Sumber Pendapatan Desa (kmbaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2OO7 Nomor 9 Seri E. No. 8,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016

tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (I-embaran

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O16 Nomor 1 Seri E

Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 152);

25. Peraturax Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri

E No 15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2024 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2O2O tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2024 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2O23 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada

Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2O23 Nomor 7);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Penghasilan Tetap, Trrnjangan dan Penerimaan Lain Yang

sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2O24 tentengTata

Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O24 Nomor 13);



31 . Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata

Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bag Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita. Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27).

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2A25 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun

2424 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2025

33. Peraturan Desa Karangtengah Nomor L Tahun 2Ol7 tentang

Susuna Organisasi dan tata Keda Pemerintah Desa

Karangtengah (kmbaran Desa Karangtengah No. 1 Tahun

2A17l;

34. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2OL9 Tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan lokal Berskala Desa (kmbaran Desa Tahun

2OLg Nomor l);

35. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Karangtengah Tahun 2A2A-2O28 yang Merupakan

Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4
Tahun 2O2A Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2026 {Iembaran
Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2O2a\

36. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025

(Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 4);

37. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Keq'a Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025

(L,embaran Desa Karangtengah Tahun 20.24 Nomor 4|;

38. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2024

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangtengah

Tahun Anggaran 2025



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH

Dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH

Menetapkan
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun
Anggaran 2A24 adalah sebagai berikut :

I Pendapatan Desa
U Pendapatan Asli Desa

a. Semula 253.000.OOO
b. Bertambah/{Berkurang} 0
Jumlah PADesa setelah perubahan

2l Transfer
a. Semula
b. Bertambah/{Berkurang}
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan

3) Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah
perubahan

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2 Belanja Desa
1) Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2) Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa
a. Semula
b. Bertambah/{Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Bidang Pembinaam Kemasyarakatan Desa
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Bidang Pemberdaya.an Masyarakat Desa
c. Semula
d. Bertambah/(Berkurang|
Jumlah setelah perubahan
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Bertambahl{Berkurang}

2s3.OOO.OO0

1,330.26 r.267
0

1.330.26L.261

0
o

o

1.s83.261.261

766.783.422
(16.oee. 24sl
750.684.177

s25.s82.O00
62.872.OOO

3
588.454.000

t32.648.298
(26.86s.O00

4)
105.783.298

239.592.000
(89.912.75s

s)

149.679.245

77.726.545
5.O00



Jumlah setelah perubahan

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/ Defisit setelah perubahan

3 Pembiayaan Desa
1) Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

2) Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/(Berkumng)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

77.731.545

L.672.332.26s
(89.071.O04,OO)

259.O7L.OO4
o

259.071.OO4

100.000.000
170.OOO.O00

70.000.000

Selisih pembiayaan setelah perubahan

Sisa Lrbih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran setelah
perubahan

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun axgga,ran

sebelumnya.
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksa-naan APB Desa.

Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(a) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi
kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

0



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah.

Ditetapkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025

Desa Karangtengah,

A SYUKRILLAH ADHIM

Diundangkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025
Sekretaris Desa Karangtengah

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025



BTRITA ACARA
MUSYAWARAII PEUBATIASAIT DAIT PTRSETUJUAIT

PERI'ES ITOUOR 4 TAIIIIT 20/25
TEITTAf,G

PERT'BAHAfr AITGGARAIT DAIT PEITDAPATAIT BEIJIITJA DESA
KARAITGTETGAH TAHI'IT AITGGARAIT 2A25

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua

Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Kendal, yarg bertanda tangan di bawah ini Badan

Permusyawaratan Desa {BPD) Desa Karangtengah beserta Pemerintah Desa

Karangtengah beserta Iembaga Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu,

telah membahas dan men5rutujui Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4

tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belaqia Desa

Karangtengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan musyawarah hari ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2024 adalah

Rp 1.672.332.265 {satu milyar enarn ratus tujuh puluh dua juta';ga ratus

tiga puluh dua ribu dua ratus enarn puluh lima rupiah/. Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1 Pendapatan Desa
U Pendapatan Asli Desa

a. Semula 253.OOO.O0O
b. Bertambah/{Berkurang} O

Jumlah PADesa setelah perubahan
2l Transfer

a. Semula
b. Bertambah/{Berkurang}
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan

3) Lain-lain Pendapatan yang sah
a- Semula
b. Bertambah/{Berkurang}

2 Belanja Desa
1) Bidang Penyelengg€rraan Pemerintahan Desa

a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2l Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

253.000.000

1.330.261.261
o

1.330.26 t.26r

o
0

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah
perubahan ' o

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 1.583.261.261

766.783.422
(t6.oee.245l
750.684.L77

s25.582.O00
62.872.OOO

588.454.000



4)

Jumlah setelah perubahan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
c. Semula
d. Bertambah/(Berkurang|
Jumlah setelah perubahan
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

s)

Jumlah Belanja setelah perubahan
SurpluslDe{isit setelah perubahan

3 Pembiayaan Desa
1) Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/{Berkurang}
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

2l Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/{Berkurang}
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

,(F

*

3)
588.454.000

t32.648,298
(26.86s.000)
105.783.298

239.592.000
(89.e L2.7ssl
L49.679.245

77.726.545
5.000

77.731.54s

1.672.332"265
(89.071.004,00)

259.O7 r.OO4
0

259.071.0O4

100.0oo.000
170.OOO_O00

70.000.000

Selisih pembiayaan setelah perubahan

Sisa I-ebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah
perubahan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.
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A SYUKRILLAH ADHIM MULYONO
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU

DESA KARANGTENGAH
Alamat: Jl. Masjid No. 30 Karanglengah Kaliwungu, " 51372

DATTAR ITADIR
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Nomor

Tahun

4

2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDeS

KODE REK URAIAN
ANOGARAN (RP) BERTAMBAH /

( BEBKURANO }
KETERANGAN

SEMULA MENJADI

1 7 3 4 5 6

4.

4.1.

4.2.

4.3,

5.

5,1,

5,2,

5,3.

5,4.

6,

8.{.

6.1.1.

6.2.

6.2.2.

PENDAPATAN

Pendapatan Aeli Deea

Pondapatan Transfer

Pcndapatan Lain-lain

253.000.000,00

1 .330.261 ,261 ,00

0,00

253.000.000,00

1 .330.261 .261 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAh 1.68t.261.26t,00 1.583.261.201,00 0,00

BELANJA

Belanja Pegawai

Brlanja Barang dan Jaaa

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

548.957.040,00

662.037,744,00

553.610.936,00

77.726,545,00

548.957.040,00

4SS.476.S8S,00

546.166.69I ,00

77,711.646,00

0,00

(62,560.755,00)

(7.444.24S,00)

5.000,00

JUMLAH BETANJA t.742.tt2.265,00 1.672.t32.166,00 (70.000.000,00)

EURPLUS / (DEFtStTl (160.071.004,00) (8S.07r.004p0) 70.o0o.ooo,oo

PEMBIAYAAN

Pcnerimaan Pembiayaen

SILPA Tahun Sebelumnya

Pengeluamn Pembiayran

Penyertaan Modal Desa

259.07t.004,00

259,071.004,00

100.000.000,00

100.000.000,00

250,071.004,00

259.071.004,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

PEMBIAYAAITI NETTO 169.071.004,00 89.071.004,00 (70.000.000,00)

Printed by Sis keudes 15fi9n025 12:O4:58 Halaman 1



KODE REK URAIAN
ANGGARAN {RF) BERTAMBAH /

( BERKURANG }
KETERANGAN

SEMULA MENJADI

I 2 3 rt 5 6

SISA LEBIH / (KURANO) PEMBIAYAAN ANGgARAI\ 0,00 0,00 0,00

l5 Septombar 2026

,, r,.l,lrirGTENG,{,H

'15/09/2025 12:O4:58 Halaman 2
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Nomor

Tahun

4

2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDeS

t.

4.1.

4,\.2.

4e,

4.2.1.

1.2,2.

4,2.3.

4.t.

4.3.6,

2.

t
t.t

1.1,0 1

1,1.01

t.1.0e

1.1.02

1,t.03

1.1.03

5.1,

5.1.

5.1

BELANJA

BIDANO PENYELENOGARAN PEMERINTAHAN DESA

Pen;relenggaran Eelanja Siltap, IUnjangon dan Operasional Pemerintahan
Dsra

Penyedlaan Penghasllan fetap dan Tunlang*r Kepala Oeea

Balanja Pegawai

Ponyedlaan Penghadhn Tetap dan lunJang* Pereagkaf Desa

Belanja Pegawai

Penyedlaen J*nlnan Sosial bagl Kepala Deca dan Perangkat D*a

Belanja Pegawai

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEISNJA BESA

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

766.78t.422.00

565.937.486.0q

53.130,000,40

53.130,000,00

267.3E2.972,00

257,382.972,00

17.173.068,00

17.173.068,00

750.604.177.00

568.307.486.00

5t,130.000,00

53.130.000,00

257,382.972,00

257.382"972,00

17.171.068,00

1 7.173.068,00

{16.099.245.001

2.3?0.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANOGARAN (RP)
EUMBERDANA

SEMULA MENJADI

BERTAMBAH/
( BERKURANO )

URAIANKODE REK

6 7{ 52 3I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0r00

0,00

153.000.000,00

253.000.000,00

1.t30.26{.261,00

845.927.000,00

163.850,261,00

320.475.000,00

0,00

0,00

283.000.000,00

253.000.000,00

1.330.261.261,00

845.S27.000,00

16e.8S9.261,00

320.475,000,00

0,00

0,00

PENDAPATAN

Pendapotan Asli Desa

Haeil Aset Desa

Pendrpetan Transler

Dana Deea

Bagi Hatil Pajak dan Refibugl

Alokaei Dana Deaa

Pcndapatan Lain-laln

Bunga Bank

0,00t.583.261.261,00 L6E3,261.261,ooJUMLAH PENDAFATA]\

15l0gn025 12:O5:25 Halaman IPrinted by Sis keudes



.r,t I)4

1.'t-04

t.1.05

1.r.05

1.1.05

1.'t.06

1.1.06

1,1,07

1,1,07

Llrt
1.'t.08

't,'tJr

1.1.e1

1.1,I2

1.1.92

1,2

1241

1.2.0'l

1.3

1.3,02

1.3.02

1./t

1.4n1

1.4.01

L'tJr3

5.1.

5.2

5.1

5.2.

5,2

5.1

5.3.

5.2

5.2.

PGnyrdlr.n opet .lonC Pamerlntcr Des, (Aln Honot PKPXD d.n PPXD a

Belan,! Barang dan JrEa

Pany.dt.rn t unl$g.n BP D

BElEnja Peoawai

Penyadl.tn opot .lon l BPD (nP.t, AIK l,,k',| lll,/, n, P.k l.n s*.r.m,
Bqhnir P60rwsi

Bol.nia Ba,6ng dan Jaea

P.nyr,dt.an ln an,tl/Op.rstonrl RTIRW

Belanja B8rano dan JaBa

Penyadr.n Op.f;..lord P.tnerrr,.rt Da. . yury b.r.umbat dad Oana Dc..

Belanjs Barang dan Jasa

P.nyadl..n Tunb.hm runi5/,gfi bagl Ksp.l. D.r. U.tlt P.ngalottn fut

Bolanla PegEwai

PanFdta.n T.mbah.n runleng b.ll P.rmgkaa D.r.lH.rtt Pcngalol..n

Bclanj! PBgawal

Panyldlaan s.r.na Pra3rnna P.m.dnt.han Daa.

Psny.dl..n S r.n. (Asql la.,41) P.*m,onnlP.m.dntrh.n

Belanja Modal

Plne.bb.n Adminlrlr.ti Keponduduk n, Pcnc.t.t n Sipil, St tirtik d.n
KlaEipan

P',rw.w.n, P.nd.hrn, dr,i PGmutrthlr.n Prp.ttt Dc.. n)

Bqlarja Ba.ano dan Jr6a

PanFhnggararn TEta Praro P.m.rlntahan, Pannccnaan, Keuanean d.n
Pglapor.n

Panyrt.nglutm nutytaw.tah P.renca an D..uPambdraa.n APBDG. (R

Bel.nja Barang dan JaEa

Panylu,.vna, Dokumen Pertncafie.n D€s z (RPJNDei./RKPD.S. dlt)

1,1tN,000,o0

4.100.000.00

1E.575.000,00

1.100.000,00

4.'t00.000,00

18.575.000,00

71.311 .tU6,00

74.3'l f .i146,00

13,200,000,00

43.200.000,00

1.930.000,00

1.071.000,00

3.859.000,00

12,9Nr.0lJ{t,O0

12.900.000,00

25.910.000,00

25.910.000.00

7 5.000.000,00

75.000.000,00

102.000.000,00

'102.000.000,00

o^cazJlrus

6,E97,121 ,00

6.897.121.00

$.!9!,CC0,0C

1E.893.000,00

18.893.000,00

29.730.000 .00

71.311 .U6,00

74.311.i(46,00

13,200.000,00

43.200.000,00

1,030,000,00

1.071.000,00

3.859.000,00

16,e00,000,00

16.600.000,00

u.trr0,000,00

2i|.380.000.00

7 5.000.000,00

75.000.000,00

102,000.01N,00

102.000.000,00

g,U7,let 0C

9,e97.121,00

9.807.12'1,00

1LS9!,9SS.0!

1e.80x,000,00

18,8S3,000,00

30-930-000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x,e00,olD,N

3.900.000,00

(1,510,000,00)

(1.530.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000.00

3.000.0N,00

3.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

ANGGARAN (RP)
SUMBERDANA

BERTAMBAH/
( BERKURANG )SEMULA MENJADI

URAIANKODE REK

6 75
'tI 2 3

0,00

0,00

r.200.000.00

gg 1slogr2ozs 12:os 26 Halamen 2



ANGGARAN (RP}
SUMBERDANA

SEMULA MENJADI

BERTAMBAH/
( BERKURANG }

KODE REK URAIAN

6 74 52 31

t.4.03

1.4.04

1.4.04

1.4.06

1.{.06

t.{.07

1.4.A7

1.4.08

1,4.08

1,4.04

1.4.94

1,8

1,601

1.5.01

2.

2.1

2,1,0e

2.1.02

2.7

2.2,92

2,2.02

2,211

2.2.04

2.3

2,3.10

2.3.10

5.2.

5,2.

5,2.

5.2.

5.2.

5,2.

5,3,

5,2.

5.2.

5.2.

5.2,

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Kauangm Dese fAPBDes, APBDes Perubahan, LPJ

Belanja Barang dan Jaea

Penyusunen RehtJakm Deta (Perdes/Perkadas releln Peroacanean/Keuang

Belanja Batang dan Jasa

Fenyucunan Laponn Kapda Desa, LPPDeea den lnformasl Kepada llrtyar

BelanJa Barano dan Jasa

Pengembangan Srslom lnformesl Oesa

BolanJa Barang dan Jasa

Pengelolean dm Pmdayagunaen Acat Dasa untuk PADog

Belanja Barang dan Jasa

Sub Eldang Pefianahan

Serdllkrrl lanah Xer Desr

Balanja Modsl

BIDANO PEI-AKSANAAN PEMBANOUNAN DESA

Suh Bidang Fendidikan

Dukungtn Penyclenggaraan PAUD (APE, $anna PAUD dst)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kosehalan

Penyalangganan Posyandu (*lakenan Tambahan, Kelae Bumll, Lanefa, lnst

Belanja Barang dan Jasa

Penyalanggaraan Dasa Slaga Kerahatan

Bolanja Barang dan Jaea

Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataen Ruang

Pembangunan/Rehabllltas/Fenlngkatan/Pengerasan Jalan Desa r')

Belanja Barang dan Jasa

18,575.000,00

510,000,00

540.000,00

1.9A0.000,a0

1.900.000,00

2J10,400,00

2.140,000,00

0,00

0,00

2,175.000,00

2.475.000,00

4Lt3f.Ur.00

16,326.015,00

45,325.815,00

526.682.000.00

5.000.000.00

6.000,000,00

5,000,000,00

51.791.000.00

10.56A.A00,00

{0.566.000,00

21.226,000,00

21,225.000,00

458.791,000.00

u3,09t.000,00

7.050.000,00

19.575.000,00

ilo,000,00

540.000,00

1.000,000,00

1.900.000,00

2,110,000,00

2.140.000,00

1,200,040,00

1.200,000,00

2,175,000,00

2.475.000,00

22.856.570.00

22.656,570,00

22.656.s70,00

5t8.454.000.00

8.000.000.00

6.000,000,00

6.000.000,00

6{.73{.000.00

10,566.000,00

'10.566.000,00

21,225,000,00

21.225,000,00

420.563J!00.00

,66.363.000,00

7.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,200,000,00

1,200.000,00

0,00

0,00

{22,660245.00r

(22.669.215,00)

(22.66S.245,00)

62.872.000.00

,.000.000.00

1,000,000,00

1,000.000,00

0.00

0,0a

0,00

0,00

0,00

(38.128.000.001

fi6.728.000,00)

0,00

15lDgn025 12:05:28 Halaman 3Printed by Sis keudes



ANGOARAN (RP)
SUMBERDANA

SEMULA MENJADI

BERTAMBAH/
( BERKURANG )

KODE REK URAIAN

6 74 52 31

2.3.10

2.3.14

2.3.14

2.3"?0

2.3.20

2,4

2.4.11

2.4,11

&
3.2

3,2.03

3.2.03

3,N

3.306

3.3.05

3.3.06

3,3.06

3.4

3.4.02

3.4,02

3,4.03

3.4.03

$,

1.2

4.2.03

4.2.03

5.3,

5.3.

5.3.

5.3.

Belanja Modal

Pembmgunan/Rehabtlltael/Penlngkatan Praeereno Jalaa Desa (trorong, eel

Belanja Modal

Pombrttg unan/Rehebllltasl/Penl ngketan lfionumen/G apuza/Bataz Dese *t)

Bolanja Modal

Sub Bidang Xawagan Pemukiman

Pembtngunan/Rehtbllltatl/Panlnghalen SurrD,cr Alr Bcrr,lh Mlllk Oese **)

Bclanja Modal

BIDANG FEMBINAAN KEMA8YARAKATAN

Suh Bidnng Kobudayaqn dan Keagemaen

Psnyelenggaraan Feetlval X*enlan, Adaffiabudayaan, d* Kaagamaan (Hl

Balanja Barang dan Ja;a

Suh Bldang Kepemudaan dan Olahraga

Pambmgunan/Rehtbllltaxl/Panlngkatan Sararu dm Praswena Kepsmudaa

Balanja Barang dan Jasa

Pemblntan K*ang lv:una/Kub Kapemudam/Olehraga Ilngkel Dcsa

BalanJa Barang dan Jasa

Sub Bidrng Kelcmbagaan Maryarakat

Pernblnaan L r<tr D lLPU lL Pttt D

Belanja Barang dan Jasa

Pembtnaan PXK

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Partanian dan Petemakan

Penguatan Ket*anan Pangan Ifugkat Dese (Lumbung Dese dlfl

Belanja Barang dan Jasa

436.041.000,00

16.700.040,00

15.700.000,00

0,00

0,00

0"09

0,00

0,00

t32.648.298.00

g.q$,!90.!g

8.930.000,40

8.930.000,00

112.896.79$00

102.7e6,798,00

102,786.798,00

10.080.004,00

10,050,000,00

10.081.500.00

1.678.040,00

1,625.000,00

9.256.800,00

9.256.500,00

239.6S2.000.00

201.497,000.00

122,150.000,04

122.150.000,00

359.313.000,00

1&700.000,00

15.700.000,00

78.600,000,00

38.600.000,00

,00.000.000.00

100.000,Q00,00

100.000,000,00

105.783.29E.00

fru0!,g0g,e[

27,565.000,00

27.565.000,00

87.338.708.00

57,206.7e8,00

57.286.7S8,00

10.050,000,00

10.050,000,00

{0.8E1.600.00

,.625,000,00

1.625,000,00

9.256.500,00

9.256.500,00

l49.EI93lE gg

Ul.'nfg4og,gg

92,150.000,00

s2.150.000,00

(76.728.000,00)

0,00

0,00

3E,600.000,00

38.600.000,00

t00.000.000.00

100.aa0,000,00

100.000.000,00

(26.808.000.00)

18.835.000.00

18,636.000,00

18.635.000,00

I'18.500.000.001

(15.500.000,o0)

(45.500.000,00)

A,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

{Es.912.755.001

rs,647.000.00r

(30.000.000,00)

(30.000.000,00)

s,2,

5.2,

s,2,

5,2.

5.2.

6.2.

15l1gn025 12:05:26 Halaman 4Printed by Sis keudes



KODE REK URAIAN
ANGOARAN (RP) BERTAMBAH/

( BERKURANC }
SUMBERDANA

SEMULA MENJADI

t 2 3 4 5 6 7

1.2.O1

4.2.04

4.2.04

4.4

4.4.01

4.4.01

4.5

4,6.01

4.5.01

&
t.1

6.100

5.1.00

5.3

5.t.00

5.3.00

5.2.

5.3.

5.2

5,2.

5,4.

5.4.

3.

6.1.

5.1.1.

6"2.

6.2.2.

Pemellhartan Seruren ldgesl fersicrA ederhana

BelanJa Barang dan JEEa

Belanja Modal

Sub Bidnng Prmberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelrtlhen dm Psnyuluhm Pemberdayam Feremparn

Bolanja Barang dan Jaea

Suh Bidang Koperati, Ueahn Micro Kecil dan Menengeh (UMKMI

Pelatlhm Mmqlennn Koperaat/KUDNMKfiI

Belanja Barang dan Jaea

BIDANO PENANOSULAITICAN BENCANA. DARURAT OAN MENDE$AK DESA

Sub Bldang Penanggulangan Bencana

l(eglrtrn Penengg ul engsn Benqmr

BslanJE Tidak Terduga

Sub Bidang Keadaan Mendcsak

Pmengman Ks ad tan f,lendesel

BelanJa Tldak Terduga

79.317.000,00

2S.700.000,00

49.647.000,00

3r"1&O0e.0g

23.170,000,00

23.170.000,00

l{.926.000.00

11.928.000,00

14,925.000,00

rru3E I{n 0g

6.726.i46.0q

8.726,618,00

5.726,545,00

It00g.0gg,o0

72,000,004,00

72.000.000,00

29.700.000,00

29.700.000,00

0,00

11.870.000,00

fi.870.400,00

1 1.870,000,00

$,$!fifE0g
15.e50.215,00

1S.959.245,00

ZIJIT I{80[
5.73t,6{5.00

6,771,il6,00

5.731.545,00

72.000.000.00

72,N0,000,00

72.000,000,00

(19.617.0O0,00)

0,00

(4S.647.000,00)

flt.300.000.00t

(1t,s00.000,00)

(11.300,000,00)

1.0s4.245.00

l.N1.?/,6,Ao

1.034.245,00

S,gg9.gg

6.000.00

5,000,00

5.000,00

0.00

0,00

0,00

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFlSlTl

t.742.332.256,00

(15s.071.004,00)

1.672.98tr.265,00

(80.07r.004,00)

{70.000.000,001

70.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penorimaan Pamblalaan

$ILPA TEhun Sebclumnya

Pengeluaran Pemblayaan

Penyertaan Modal Desa

250.071.004,00

259,071,004,00

100.000.000,t,0

100.000.000,00

2E9.071.00,1,00

25S.071.004,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0r00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

PEMSIAYAAN NETTO 159.071.004,00 89.071.004,00 70.000.000,00

15l0gn025'12:05'.27 Halaman 5Printed by Sis keudes



KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP) BERTATIIBAH/

( BERKURANG )
SUMBERDANA

SEMULA MENJADI

1 2 3 1 5 6 7

9l3A LEBIH / (XURANo) PEIIBIAYAAN ANGoARAIT 0,00 0,00 0,00

, l5 S.pt mb.r 2025

1gWr2A25 12:05:27 Halaman 5Printed by Sisteudes



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUI\GU

Jl. Sokarno-Hana No. 39 Kaiiwungu Tip. (029fl 38i lgi
Website : htlp//kec. kal iwu nq u. kendal ka b.qo. id.

e-mail . kec.kaliwungu@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 4OO.10.2.4 I LY / 2025

TENTANG

HA"SIL EVALUASI RANCANGAN FERATURA-hI DESA KARANCTTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDCS )

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALIWUNGU

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Bupati
Kendal Nomor 38 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi dan

tindaklanjrit evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APBDes kePada Camat;

bahwa hasii evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

PerubahanAPBDesadituangk^''a*,*KeputusanCamatdan
disampaikankepadaKepala-Desapalinglama2o{duapulrrh)
n^tl f."t,t terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Karangterrg*}, t"ttl;g Perubahxl'A'nggaran PenCapata;r dan

Belanja Desa (APBD;) Karangtengah Kecamatan Kaliwungu

t<abupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-D"".rfr-f"U'paten datam Lingkungan 
- 
Propinsi Jawa

Tengah ""U.g.i-at^ 
tttttt diubah dengan Undang-Undang

NomorgTahun1965tentangPembentukanDaerahTingkatll
Batalg dengan- Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang pembJntukan Daeral-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungutreropi,'*iJawaTengah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia No*J, s2, Tambah-an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757\ ;

b

c

Mengingat : 1.



2' 
I#tr [:*?H#H:32 rahun 2oo4tentang pemerintahan
Nomor r)s, t"*f.r,.#ara Republik rndon.#-i;;i ,oooNomor ++ a sr ..; Js"i;sHfrT,ffirrx*:xf:,flikm,;dengaii u"urrr*_!?"a#s Fi.** Ti^1.rrrr, .:ocE- 

.lr=,*r*Perubahan r"a,i" "i#ura".*-ff o;* iuo* or 32Tahun 2oa4tentang- pemerintahan -oaer.i.'a;b?r, 
Negara Repubrik

HiTffi :i1ffiHa1gm#;;ffi il",'*;;;*",$.**.
3' undang-trnd.rrg Nomor 3s rahun zoCI+ tentang trerimba,ganKeuangan antara pemerintah p"""iJ* pemerintahan oae.at(Lembaran Negara i.r"O,rU f"a.".S" 

,"*rr, 
2OO5 Nomor'-13afTu"t'"i r"*ui", rv.g*" il"pirblik rndonesia Nomor

4' undang-Urj*s Nomor 12 Tahun 2orltentang pembentukanperaturan 
teg*"a""s-"rarrs* 

-6#*an 
Negara Republikf*'Jffii,Iffi A'*:#frT.??, iHfff 

",, r",iu * J H**"
5. Undang_und-ang Nomor 

...6 _ Tahun 2074 tentang Desa(Lembaran r"gL" n.p"tr,. r"J."ii" f.Lr, 2aA Nimor 7,
6. :T:**'remuaran-fr.*;" 

Republik rrrJor"*i. Nomor 54es)undang-undang Nomor 23 Tahun 2au tentang pemerintahanDaerah &.enloaran il;; t.puuiir.- i.,a"or""ia Tahun 2014ffiffi f#i, 
** s"+, *r-**ui* rri*s;; Repu brik rndc*ssia

7' Peraturan 
-pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapan_Mulai gerlakunva.ulaang_urrfurrg 

19so Nomor 12,13, t4 dan 1s a*i 
- 
ir{ t.;;";;#", Daerah_daerah

,tffiff:T"$ft ::# 
*i,'r.** ri*o'ir""*In, 

= 
*-at d-an- JL.*,

8' Peraturan 
, 

pemerintah Nomor 16 Tahun 7976 tentangperruasan Kotamadya Daerah-TingLt rit.**urg (LernbaranNegara Republik r"a"rr"J" t rrun-i-g7;'r;;;". 2s, Tambahantembaran N-egara n.prUEt tnOonesia f,fo*., SO79);9. Peraturan _pemerintah Nomor 43 Tahun ZOl4 tentangPeratura, peraksanaan unaans 
""grrg;;;.. 6 Tahun 2a,otentang Desa (Lembaran 

{egira *.dbr# Indonesia Tahun2ol4 Nomor 123, Tambahir 
'.*t*.* Negara Republikindonesia rjolor sssg), u.u-g-i*;;;.1-r- diui:ah bebe..apakali terakhir dengan p..rtrrrr, pemerintah Nomor 11 Tahun2O2L tentang erau', Usaha HIt O."r 

-lf.mbaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahul 2o2r womoi 21, TambahanLembaran Negara Republikindonesia iV".*, 66231;



10. peratu
,""uJJf*_";.1',';,1'# 

"T:H E"lJgun - 201e tentang

ftiH.i:J;iil*i:: r I"*o,' 
";;:"Tffi,rH*; 

#i*IT11. peraturan-;";^:::i"sta Tahun 2ots, rvo*o, o?z r;"iil:HffL'fffGit, il:ffi ,il*J* un _. 2o2B tentang
*"*". i1rlffiH,f,,1,ii. yyr.'ffi : 

"FToIiiT".xt**
12 

i:ffi:Hr 
presiden 

^,"# :T;1r;;T*5*:1._,uranp.*u"ffi 
:!1Hf#9*p 

ru.,*l. ii,ur,,., ;b1 i 
-il.u',*

*',-6*qxi;1* .,,*t t :L_m:l.,tt:t.itr tuq
26 tah:u
Nom or 

"l 
r' 

oi"Lff 
' %-.-|.?:ft' ?d.:H,q;*d'jtr

It1ffi'q"x_irui+:L jmffi*irntangp"*u"iLr.",
Indonesia tahun zoi-ivo"*or1g6); "an Negara Republik

13' peraturan Menteri Dalam 
fyegeri Nomor 111 Tahun 2014tentang pedoman r.r"I" 

. 
e.ffir.r_#_ 

1^*.aturan di Desa(Berita Negara n.puut,. irraorrd'i. ffi;; LoroNomor zogt) ;14' 
i.Ti.Ti'""*:*H ';:ffi Negeri Nomor 114 rahun 2ot4

ffH XTf orlao' 
e _ia riliil Tff ffi * L:t r Jf "::,fi;"H_k;

wo* o. i dt,i:x-A ff m*;##"ui:*l*mxx:(Berita Negara nepuutit< rndoneria ie;;; 1 8 Nomor 6 1 1);15' Peraturan Menteri Dalam. 
lyegeri Nomor go Tahun 2015tentang pembentur."" ilaq. fi"torri"L.* (Berita NesaraRepubtik Indonesia t rr"" 2arc rv."r* io36) sebagaim-anatelah diubah dengan p..-tr..r, Dalam ieg..i Nomor 12,Talrun 2o1g. 

J-."6.rs 
-peruuahan 

il; p...tu.r., MenteriDalam Negeri Nomor"go iurr,r, zorsr"rriarrg e"*bentukanProduk Hu$um daerah lnerita lv.g*. -nepubrft 
IndonesiaTahun 2oi' rriomor rsl !1u-g**ri- .J; diubah cienganPeraturan Dalam ivegeri rvo.rio. iio irrrr, 201g tentLgPerubahan atas peratlrr* Menteri our.rrr- Negeri Nomor goTahun 2015 tentang pembentukan prod.rt H.rt om Daerah(Berita Negara Republlik Indonesia Tahun zotgNomor 157) ;16' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2arctentang nry::"rrgan Desa (Berlta Negara nepublik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1037); 

\

17' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 2a rahun 201gtentang pengeroraan Keuanqan_ Desa {Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2OLg womir 611);



18.

19

20

27.

23

24

28

29

22

Peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2,]19tentang pedornan r;ril;;rli-arsg;; i.irJ.p".an danff 'rX",,ilfff ?rli,'il-'tG;J;'n"pr,-rur.^,,,iol"","rahun
Peraturan Menteri. Desa, pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi rvo,,,o."^" 16 

_- r"rrr.r-* \u* tentangSl.J'i,:ilf ;i;J, rt ";t;"'ili**. nepu brik r,,it.,. *i. rahu i
Peraturan Menteri--Desa, pembangunan Daerah Tertinggaldan rransmigrasi 

ryomJ i"t *r; ioz+;;;;* petunjukoperasional atas 
"r,q" _o"rfu;;"., Dana o."" Tahun 2o2s(Berita Negara Republik rrjoTJ. r"rrrrlozixo*o. 10oo);Peraturan Menteri 
feuangan Nom_or 145 Tahu n 2023tentangPengelolaan Dana ?:= ig..it"' Negara Reprrblik IndonresiaTahun 2OZ3Nomor fOSf); -----

Peratural Gube
!"ltu,,gr"*o,i1X"1,"'J;'*;1ffff iJ;ff ;.r,il;*i"rff;:2022 tentang peaoman--ffi..1* e;au# Keuangankepada pernerintah Desa" t*it" n".r.H-Eor,insi JanvaTengah Tahun 2023 rV"*..3;;'
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor g Tahun 2007tentang Sumber 

- !naap",r_^_ ?g". p;;;*r, DaerahKabupaten Kendal rJ"i*frbz ruo*oJ-6-'J.., E. No. 8,Tarrtbahan' Lernbarar-r p"*-lr. i"srrp-to x*rrali Nomor 77,;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016tentang penetapan Desa di Kabupaten-- x"rrarrllembaranDaerah Kabuoaten Kendal t t rr, 
.;o1; 

N;;.. 1 Seri Eil:#: ulrildoahan L;;;; oaerah r"i,o",.n Kenda.r

Peraturan Daerah Kabupaten Kenda, Nomor 16 Tahun 2076tentang Pengelo,laan r<"r"rgr* Desa ai x"u""paten Kendai
fi:t?.?,aerah 

Kabupate" x?"Jrr-Crr,"I^ riiiu'if.mor 1 6 seri

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024tentang Anggaran_pendapata.^dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2o2s (Berita b"Lrrr, Kabupaten Kendar Tahun2024 Nomor 6);
Peraturan Bupati Kendar Nomor 3g Tahun 2020 tentangPengelolaan n"y;11r{3r, Desa (Berita or.."r, KabupatenKendal Tahun 2OZO-No*o. a8t, '-

25.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecarnatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Ke'ndal Tah'cn 2C23 No'mor 7);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap, Trrnjangan dan Penerimaan Lain Yang sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

33. Peratrrran Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tah:un 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagr Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 27).

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perrrbahan
Anggaran Ferdapatan dar Belanja Desa { AP'BDes } Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kepala Desa Karangtengah bersama Badan Permusyawaratan
Desa melakukan penyempurnaan paling lama 2O (dua puluh)
hari kerja terhitrrng sejak ciiterimanya hasil evaluasi.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Karangtengah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan rtfiiirttl, dan RKP Desa.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Kepala
Desa untuk menetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEEMPAT



KELIMA

KEENAM

Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam di}<tum KEEMPAT disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifrkasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Kaliwungu
: tr Agushrr AOZS

OKO WIJAYANTO

di

SALINAN: Keputusan ini disampaikan

1. Bupati Kendal cq. Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Kendal ;

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;

3. Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu ;

4. A r s i p.

:t
mo



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU
NOMoR : 4oo.1O.2.4/ 24 12025
TANGGAL : tI Agustrrr rozs

I*&SIL EV.A,LB*S}RANE*$G}A}I PERATURATS, DESA I{ARAIT€I+ENGAII
KECAMATAITT KALTWUNGU KABUPATEN KENDAL

TENTANG PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAr{ BELANJA DFSA (APB DESAI

TAHT'N AT{GGARAN 2024

1. Dalam pengajuan dokumen untuk keiengkapan Evaluasi Rancalgan
Peraturan Desa Karangtengah Kecarnatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belalja Desa Tahun Anggaran
2O25, belum disertai dengan draf Rancangan Peraturan Desanya, hanya
melampirkan aflggaran pendapatan dan trelanjanya' sqia, motrcn agar segera
dilengkapi untuk perbaikan dan kelengkapan dokumen;

2. Belum disertakan Berita Acara Kesepakatan dengan Badal
Permusyawaratan Desa terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Karangtengah tentang APBDes Tahun Anggaran 2025;

3. Pemakaian dasar hukum dalam klausul 'Mengingat" pada Peraturan Desa
untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku;

4. Pengetikan Peraturan Desa Karangtengah menggunakan model hurrf
Bookman Old Style ukuran 12;

5. Menggunakan togo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaal DaIa Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2O23);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembalgunal Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk operasiona-l atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Taltun 2024
Nomor 1000);

a. Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk BLT maksimal 15 %o

dari total Dana Desa Yang diterima

b. Program Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

c. Dukungan Program Ketahanan Pangan paling sedikit 20 7o dari total
Dana Desa yang diterima

d. Peningkatal Promosi dan Penyediaan Layallan Dasar Kesehatan skala
desa termasuk Stunting

e. Dukungan untuk operasional Pemerintah Desa maksimal 3 % dari total
Dala Desa yang diterirna

f. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku
locai



8

9

g. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk percepatan implementasi
Desa Digitaf

mohon agar diperhatikan dan dipedomani point point diatas dalam
penyusunan APBDes Karangtengah Tahun 2025, sedangkan dalam
Dukungan untuk Operasional Pemerintah Desa dapat diglobalkan dan
penggunaannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sesuai
peruntukannya.

Pada point c, agar dukungan Progra Ketahanan Pangan agar bisa
dimasukkan dalam Penyertaan Modal kepada Bumdes yang terlebih dahulu
Bumdes membuat Proposal kepada desa yang diserta dengan Analisis
Kelayakan Usaha ( AKU ) terhadap Program Ketal.anan Pangan yang akan
dilaksanakan oleh Bumdes

Terhadap Proyeksi Anggaran Pendapatan agar lebih dicermati lagi dengan
benar dalam pengg3ngga-rannva. agar tidak terjadi kekurangan dalarn
pendapatan yang nantinya juga berdampak pada pengurallgan dalam
a-nggaran belanjanya, mohon untr.rk dikoreksi dan dikaji ulang Kembali;

Pada Belanja dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belalja Desa Tahun 2025, nalnun belum ada dalam Rencana Kerja
pernerintah. Desa Tahusl ?O25 , mohon ,r*tr.rk dikoreksi agar disesuaikan
dengan RKPDes melalui Perubahan RKP Desa nya dan dikaji ulang;

pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan
Anggaran Pendapatal d.an Belanja Desa agar disesuaikan dengan waktu
y6g tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yarig'berlalni;

Pada Capaian Output/Keluaran dari setiap kegiatan yang masuk dalam
,rrgg"r.1 pendapatan dan belanja desa tahun 2025 agar diperbaiki sesuai

aei[an hasil tcegiatan yang akan dicapai, mohon untuk dikoreksi dan dikaji
ulang;
pada satuan untuk volume untuk kegiatan dan anggararr yang digunakan
agar disesuaikan, pemakaian satuan paket diperuntukkan pada kegiatan
yl"g dilaksanakan^oleh pihak ketiga atau penyedia, mohon agar dikoreksi
dan dikaji ulang untuk perbaikannya;
pada Kegiatan baik untuk penlruluhan, sosialisasi, ketahanan pangan

maupun -infrastruktur yang masih dipaketkan agar dirinci sesuai dengan

kebutuhan kegiatan teriebut, mohon agar diperbaiki dan dikaji ulang sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

Datam pengarrgga.ran belanja pada kegiatan dan infrastrulrtur disesuaikan

dengan^ stanaarisasi harga yang telah ditetapkan, mohon agar dikoreksi
ularig terhadap anggaran-beianja kegiatan dan infrastrulctur yang melebihi

standarisasi harga yang telah ditetapkan;

Desa Karangtengah agar segera melakukan koreksi dan perbaikan sesuai

dengan hasil evaluasi d.an kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 serta

10

11

12

13

L4

15



membuat Peraturan Kepala Desa tentang Perrbal.an Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

16. Evaluasi terhadap Aspek/Komponen yang diperiksa dari Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2A25 adalah
sebagai berikut :

No. Aspek / Komponen

6peritsa

Kesesuaian

Alat Verifikasi Keterangan

Ya fidak
Aspek Administrasi dan
Legalitas
a. Apakah semua

dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa
secara lengkap

V

b. Apakah Pengqjuan
Rancangan Perdes
tentang Perubahan
APBDes dilakukan tepat
waktu

V Namun belum ada
lampiran
dokumen
kelengkapannya

c. Apakah BPD telah
mensepakati Rancangan
Perdes tentang
Perubahan APBDes

V

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :

Bahwa Desa Karangtengah telah mengajukan evaluasi r€rncangan Perubahan
APBDes, narnun dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
belum disertai dengan dokumen lain seperti draft Peraturan Desanya hanya
melampirkan untuk Ferubahan Anggarzrr Pendapatan dan tselanjanya saja, mohon
agar segera dilengkapi

No Aspek / Komponen diperiksa

Kesesuaian

Alat Verilikasi KeteranganYa Tidak

2 Aspek Kebijakan dan Struktur
APBDesa

2.1 Umum
a. Apakah Rancangan Perdes

tentang Perubahan APBDes
+^1^1,,1;^"^,.- 1-^*l^-^-l-^-
LUrfi^ qI9qturr

RKPDes berdasarkan Tahun
Berkenaan

V

b. Apakah Pos Pendapatan
telah sesuai dengan
Peraturan Perunciang-
undangan

V

1.



2.2
a. Apakah

rasional
estimasi
dan realistis V

b. estimasi

PAD

diatur

Desa yang darirasional dan realistis,
serta didapatkan secara

danlegal telah dalamPeraturan Desa

V
Karangtengah
berasal dari
Tanah Kas Desa
dan Hasil
Usalia

PAD

rasiona_l

c. Apakatr estimasi tanDesa bersumyang ber dariDana Transfer danrealistis

V

2.3 a
a.

V

Kegiatanb. Semua Belanja
Desa telah sesuai dengan

Desa

V

program/kegiatan
dilakukan teUifr aari
tahun anggaran

(satu)

C. Apakah ada
yang

1

V

1. Siltap dan tunjangan
Kades dan p";"g?;;
Desa

2. Cpetasional p-ernerli:tah
Desa

3. Trrnjangan dan
Operasionat BpD

4. Intensif rukun tetangga
dan rukun warga

d.
V

e
V

Peraturan



f. Besaran T\rnjangan dan
Operasional untuk Anggota
BPD serta intensif RT/RW
dianggarkan sesuai yang
Ai+o+onLon r{alam naratrrran
rEivLqll^L4

Bupati/Walikota

V

g. Alokasi belanja dengan
output yang dihasilkan logis
karena telah
memperhitungkan tingkat
kemahaian cian geograrls
(standar harga)

V

2.4 Pembiayaan
a. Apakah penempatan pos

pembiayaan telah sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

V

b. Apakah ada pos
pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana
Cadangan

V

Apakah Pembentukan
Dana Cadangan telah
ditetapkan dengan
Peraturan Desa

1I

d. Apakah ada pos
pengeluaran pembiayaan
untuk penyertaan modal

V

e. Apakah penyertaan modal
BUMDes telah sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan dan
ditetapkan melalui
Peraturan Desa dan
memenuhi nilai

V Belum
disertakan
Perdes
Penyertaan
Modal

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes :

Rancangan Perdes l(a.rangtenga-h tentang Perubahan .a,PBDes Tahun Anggai'an 2C25
yang teiah disampaikan sudah memenuhi aspek kebijakan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yarg berlaku, namun dalam rincian belanja yang
disampaikan masih ada yang nilainya dipaketkan dan ada yang belum sesuai dengan
standarisasi harga

KENDAL,
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN KALIWUNGU
Ji: Soiramo-Haita tu'o' 39 KaiiwunguTrp. pfr$) 381f91'

Website, 
iO

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI RANCANGAI'I PERDES ITARANGTENGAH

KECAMATAN I(ALIWUNGU KABUPATEN I(ENDAL
TENTAI{G PERUBAHAN APB DESA

TAHUN ANGGARAN 20/25

pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua

puluh lima bertempat di Ruang PKK Kecamatan Kaliwungu telah dilakukan Evaluasi

terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungq Kabupaten

Kerrdai rerrtrilrg Peru'bahan Anggaran Penciapatan darr Beiarrja Desa TaiTun Anggarart

2025.

Adapun hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Betanja Desa Tahurr AngL'ardt ffiz}"atiaiah sebagaimara teriarrrpir'

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar digunakan oleh

Desa sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan penJrusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES

1. PRATIKTO JOKO WIJAYANTO. SH

2. M. IQBAL, SE

3. AGUS DWI HARJANTO, SE

4. GUNDARI, S.Sos, M.AP

5. ARI PRISTiWANTORO, S.IP

6. MASITA ZAALIFA A.Md

7. ALI NURUDIN

Kaliwungu, 29 Juli 2025

TENTANG PERUBAHAN APB Desa TAHUN 2025

q,

O-+



LAMPIRAN 
:

{$H*.t**ggl*PerdesTanggal : zg JuU 2oilsHASIL EVALUASI RAilCANGAN PERD-ES I{ARANGTENGAHKECAIT{ATAN *AI,rUrtNgCi, KIPYIATEN KTNDALTENTANg_pnuBarilN 
ApB DesaTAHUN ANGGANEX 2A24

Berdasarkan Lembar Evaluasi-- 
}*:urgurr peraturan 

Desffiffi:,fi J$m"#-d{'#ff ndartentangperuo*,,-,&".;:H-ly*

Namun belum ada
lampiran
dcku:l:en

Illo. AhrAspek / Komponen diperiksa
Ya Tidak

1 Aspek dan Legalitas

evaluasi telah diterima dari

a. Apakah semua

Desa
V

b. Apakah
Perdes
APEDes
waktu

V

Rancangan
APBDesPerdes ten

c. Apakah
mensepakati

BPD telah V

Kesesuaian
No Aspek / Komponen diperiksa Ya Tidak Alat Verifikasi Keterangano 4 -..^r-J rol-ri. ii

APBDesa
IZ^L:.:^1-^-_nwurj<nirii -!^..ulfui C+* -I-+-,-vu LiA L Lii .

2.1 Umum
Aa. Ranpakah Perdescanga_rl tentang

bahanPeru APBDes telah disusun
berdasarkan RKPDes berdasarkan

unTah Berkenaan

V

d:lakukel.
tentang



\

b. Pos
telahsesuai dengan PeraturanPerundang_undangan

V

2.2

rasronal dan realistis

a. estimasi
V

secara legal dan
Peraturan Desa

b.

PAD
realistis,

diatur

Apakah
Desayang bersumber dari rasronaldan serta didapatkan

telah dalam

V PAD

estimasi

rasional

c. Apakatr
Desayang bersumber dari DanaTransfer dan2.3

V

a
a.

V

b.
sesuai

Kegiatan DesaBelanja telah
dengan Kewenangan Desa

V

(satu)

Apakatr ada
yang dilakukan 1ebih 1da-ritahun anggaran

V

!. Operasional pemerintah Desa
? P":""gan dan OperasionJ-npO
4. irrtensif i.-ukurt te*Larr-ffia darrukun warga

d. Apakah DesaBelanja
dite-tapka:r dalaru =A-PBDesa pahnga\) Oo/obanyak dipergunakan
I danSiltap tunj Kadesangan dan

t DesaPerangka

V

e siltap dananganTt nj 0peraional
untuk DesaKepala dan Perangkat
Desa sesuar dengan yang
ditetapkan Peraturan
Bu walikotapati

V

serta- i:rtensf R.T/RW diangmkan
sesuai yang ditetapkan - aa"*

Tunj
Operasional
Bef. saran angan dal

untuk BPDAnggota

Walikota

V

c.

yang



\

2.4

ob.
V

a.

sesuai

Apakatr penempatan pospembiayaal telah dengan
V

b Apakah ada spo
pem biayaan untuk
Dana

pembentukan V

c. Apakatr
Dana

telahCadangan ditetapkan dengan
Desa

V

pembiayaan
modal

d. Apakah ada
penyertaan

pos
untuk V

V
Belum
disertai
Perdes
Pu:fr,'v-itaer*i
Modal

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES

1. PRATIKTO JOKO WIJAYANTO, SH
2. M. IQBAL, SE

3. AGUS DWl HARJAfTITO; SE
4. GUNDARI, S.Sos, M.Ap
5. ARI PRISTIWANTORO, S.IP
6. MASITA ZAALIFA A.Md
7. AI,I NLIR.I.-IDIN

q

Alokasi

e. Apakah penyertaan modal
telah

peraturan
dan

Peatu-rar
dan memenuhi nilai

sesuai dengan

PERUBAHAN ApB Desa TAHUN 2O2S

\7r@6'"''"'\r''''"1""""


